5. IZIN PENGUSAHAAN PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN / 02140 / MENENGAH TINGGI

1.

JENIS LAYANAN/ RISIKO

IZIN PENGUSAHAAN PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN /
02140 / MENENGAH TINGGI

2.

DASAR HUKUM

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Beruswaha Berbasisi Risiko;

peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan
Perizinan di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor Nomor 3 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan hidup dan
Kehutanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian
Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

PERSYARATAN LAYANAAN

Persyaratan Umum

1.
2.

4.

Pemohon berasal dari Perseorangan atau Badan Usaha;

Memiliki sumber benih yang ditunjukkan dengan sertifikat sumber
benih atau surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber
benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih
bersertifikat;

Status Permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
100%; dan

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL).

Persyaratan Khusus

1.

2.
3.
4.

Memiliki sarana dan prasarana perbenihan berupa:

a. Pengunduhan benih;

b. Penanganan benih; dan

c. Penyimpanan benih.

Memiliki tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih;
Memiliki stok benih yang bersertifikat; dan

Membayar PNBP atau Retribusi Daerah atas:

a. Pengujian mutu benih;

b. Penilaian sumber benih; dan/atau

c. Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan

hutan.




MEKANISME/ PROSEDUR

5.
6.

Pemohon mengakses laman 0SS untuk menginput data pemohon
secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar dan Izin
OPD Perizinan melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari
Pelaku Usaha dalam Sistim 0SS

Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis
Menotifikasi Persetujuan Persyaratan malalui Sistem 0SS, jika
belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi Perbaikan
Persyaratan

jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Teknis, maka Unit
Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala Dinas
PMPTSP

Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha
pada Sistim 0SS

Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.

WAKTU PELAYANAN

15 (Lima Belas) hari kerja

BIAYA / TARIF

Gratis

PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN/ MASUKAN

- No. Kontak : 081346767806

- Facebook : ptsppromal

- Twiter : ptsppromal

- Email Pengaduan : pengaduanptsp@gmail.com
- Scan QR CODE pada Loket Pengaduan




